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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung
Telp (0721) 252300, 254641, 254706
BANDAR LAMPUNG 35214


KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 15/IV.02/2018TAHUN 2021

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang	: a.	bahwa  untuk melaksanakanketentuan pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
b.	bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dalam KeputusanKepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
Mengingat	: 	1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentangtentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama;
13.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10       Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;
14.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021;
15.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
16. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung;
17.	Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 891/III.24/HK/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	

	
	
	

	Kesatu
	:
	Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

	
	
	

	Kedua
	:
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan disampaikan Kepada Walikota Bandar Lampung;

	
	
	

	Ketiga

	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 03 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal  :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,



WILSON FAISOL, SE., MM.
NIP. 19700323 198903 1 001



Keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Walikota Bandar Lampung sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung
3. Yang bersangkutan























Lampiran Surat Keputusan
Nomor     :
Tanggal    :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH     KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021
	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	TARGET

	1
	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.
	Ketepatan waktu penyusuna RAPBD dan RAPBD-P
	harikerja
	60 dan30

	
	
	2.
	Ketepatan waktu penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku
	harikerja
	90

	
	
	3.
	Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan
	Hari kerja
	2

	2
	TingkatPenatausahaanAset Daerah sesuaiPeraturanPerundangan
	4.
	Kesesuaian data Total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota
	Persen
	100



Ditetapkan di    	Bandar Lampung
Pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,



TRISNO ANDREAS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19590930 198003 1 001
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